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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahhirobbil alamin. Maha besar Ya Allah.

Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan ini dilaksanakan dengan maksud untuk
mengumpulkan temuan-temuan dan inovasi baru di bidang perikanan dan kelautan. Peserta
yang datang berasal dari ketiga bagian wilayah Republik Indonesia, Timur, Tengah dan Barat.

Setelah dilakukan pemaparan dari para peserta, sudah selayaknyalah hasil pemikiran
yang cemerlang tersebut dituangkan kedalam bentuk sebuah buku/prosiding. Prosiding ini
dibagi kedalam empat tema besar yaitu ;

A. Penelitian dan Pengembangan Bidang Perikanan dan Kelautan Sebagai Sumber IPTEK
Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

B. Sektor Perikanan dan Kelautan Sebagai Sumber Perekonomian Ketahanan Pangan dan
Pengentasan Kemiskinan.

C. Pembangunan Sektor Perikanan dan Kelautan untuk Energi Terbarukan dan
Keseimbangan Ekosistem Berkelanjutan.

D. Pengelolaan Ekosistem Perairan dalam Mengantisipasi Pemanasan Global.

Harapan panitia, semoga kumpulan hasil pemikiran yang cemerlang ini dapat
menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya untuk bidang perikanan dan kelautan.

Ucapan terima kasih tidak lupa disampaikan kepada semua pihak yang telah
memberikan bantuan dan saran sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan sukses.

Pekanbaru, Oktober 2011
Tim Editor
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MAKALAH UTAMA

PENGURUSAN KELEMBAGAAN
PEMBANGUNAN PERIKANAN BERKELANJUTAN

(The Institution Governance Of Sustainable Fishery Development)

Oleh

Prof. Dr. Muchtar Ahmad

Guru Besar Fakultas Perikanan dan llmu Kelautan, Universitas Riau, Pekanbaru, Riau.

Abstrak

Sungguhpun pembangunan perikanan melalui modernisasi dengan banyak anggaran yang dibelanjakan
telah berlangsung selama lebih 60 tahun, namun ditandai pula dengan peri-kanan tradisional yang
berkelanjutan. Pembaruan dan penemuan baru maupun penerapan ilmu dan teknologi yang sudah lazim
dipakai dalam perikanan moderen hampir belum menyintuh nelayan tradisional. Mengapakah nelayan
tradisional yang merupakan bagian terbesar masyarakat pesisir kesejahteraannya makin terpuruk
kehidupannya? Pada hal baik biaya pengembangan teknologi, sarana maupun pembangunan perikanan
selama 60 tahun sudah dilakukan terus-menerus, tanpa kemajuan yang berarti. Masalah utamanya berada
pada kelembagaan dan pengurusannya yang tidak berubah dan tak berkembang ke arah menjamin
wujudnya pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Hampir tidak ada perubahan yang mendasar
terjadi dalam pengelolaan dan pengurusan kelembagaan peri-kanan, lingkungan dan masyarakat pesisir.
Oleh karena itu upaya merubah keadaan itu, yang diikuti dengan perubahan yang diarahkan kepada
terbentuk dan berfungsinya kelem bagaan yang menjamin pembangunan perikanan berkelanjutan adalah
merupakan suatu keniscayaan. Pemberdayaan dan dinamisasi kelembagaan tempatan yang fungsional
seba-gai langkah awal, diikuti dengan pengembangan pengurusannya dalam aspek ekonomi, sosial dan
lingkungan keberhasilan. Itupun harus didukung dengan tindakan jangka pen-dek menghapuskan
"bencana moral’ melalui reformasi kelembagaan resmi, birokrasi dan personil perikanan dan kelautan.
Akan lebih baik lagi bila diikuti oleh pembinaan kemam puan pembangunan sektor perikanan yang
berimbang antar subsistemnya melalui peman-tapan sistem aquabisnis dan kelembagaannya yang
funsional dalam jangka panjang.

Kata kunci: bencana moral, modernisasi, perubahan, penemuan baru, reformasi.

Pembicara kunci pada Seminar Nasional: Menjembatani lImu yang Lebih Baik Bagi Masa
Depan Perikanan yang Lebih Baik, 26 — 27 Oktober 2011, Universitas Riau, Pekanbaru.
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I. PENDAHULUAN

Sudah sejak menjelang pertengahan abad 20, para pakar mempertanyakan dan mencari
jawaban atas ketidakberdayaan masyarakat tradisional mengikuti kemajuan dan mutu
kehidupan masyarakat moderen. Hanya sebagian kecil saja negara berkembang ber-hasil
membangun dan menerapkan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, atau campuran. Ba-nyak
negara yang sedang membangun itu terperangkap dalam keterbelakangan, kemis-kinan,
pendapatan rendah dan keresahan sosial, walaupun telah melakukan pembangunan negara lebih
dari 60 tahun, sumberdaya alam melimpah dan penduduk yang banyak, dengan pemerintahan
yang stabil selama dua dasawarsa bahkan lebih. Lebih dari 1500 rencana pembangunan yang
telah disusun dengan atau tanpa konsultan asing, berujung dengan kegagalan bahkan kekacauan
berkuah darah, laksana negeri itu kena sumpah suberdaya alam. Ada pula gagasan tentang
penyebab utamanya adalah karena sosial-budaya masyarakatnya yang statis dan tak bisa
dirubah, kecuali melalui revolusi (Boeke, 1953). Tetapi karena yang menggerakkan
pembangunan dan pertumbuhan ekonominya adalah manusia: usahawan dan pemerintahnya,
maka timbul gagasan bahwa kelembagaan yang mempengaruhi prilaku manusia, organisasi dan
pemerintahnyalah yang penyebab berhasilnya kegiatan atau pembangunan ekonomi (Commons
1959, Myrdal 1971, North 1979, Veblen 1898).

Hal yang sama berlaku pula dalam pembangunan sektor perikanan. Nelayan tradi-
sional tetap merupakan majoritas dan bergelimang dengan kemiskinan, keterbelakangan dan
pemerasan. Sumberdaya alamnya dijarah nelayan luar, perusahaan perikanan mode- ren
berkolaborasi dengan penguasa yang memburu rente. Masyarakat pesisir, khususnya nelayan
tradisional seperti kena kutukan laknat sumbedaya alam (natural resource curse) yang kaya di
sekitarnya. Betapa tidak! Karena kutukan sumberdaya merujuk kepada suatu keadaan yang
paradox di negeri yang kaya dengan sumber alamya (hutan, laut/ikan, lahan, barang tambang
dan minyak); tapi cenderung pertumbuhan ekonominya rendah dan hasil pembangunannya
buruk, rakyatnya miskin, didakwa bodoh dan malas. Sementara pemerintahnya cenderung
sangat korup, berorientasi kekuasaan, dan zalim, dengan pemimpin otoriter, penindas, dan tak
perduli dengan perasaan dan keadaan rakyatnya yang melarat dan sekarat, juga tidak menyintai
negeri (Ahmad 2011). Walau-pun ketiga penyebab — ekonomi dan masyarakat ganda, kutukan
sumberdaya, dan kelem-bagaan — itu pada tingkat tertentu berlaku. Namun tulisan ini lebih
menekankan bahasan-nya kepada kelembagaan yang dikaitkan dengan pengurusannya dan
pembangunan yang berkelanjutan. Apalagi tentang kelembagaan dan tata-pengurusannya dalam
perikanan serta berkaitan dengan pembangunan perikanan berkelanjutan masih amat langka
dike-mukakan dibandingkan dengan pertanian misalnya. Demikian pula tentang membangun
kelembagaan itu sendiri juga masih amat sedikit yang dilakukan, baik karena terbatasnya
pengetahuan tentang kelembagaan itu maupun karena kecuaian. Oleh sebab itu pada akhir
tulisan ini disinggung pula tentang: membangun pengurusan kelembagaan pembangunan
perikanan berkelanjutan. Keadaan kelembagaan perikanan dan masyarakat pesisir dida-sarkan
serangkaian kajian yang telah dilakukan sejak tahun 2000-an di pesisir timur Sumatra dan
pulau-pulau di Riau.

1. PEMBANGUNAN PERIKANAN DI INDONESIA

Secara ringkas upaya pembangunan perikanan di Indonesia dilakukan melalui
modernisasi dan pengembangan teknologinya, namun masih menyisakan sebagian besar
kalangan masyarakat pesisir dan perikanannya mayoritas tradisional. Ciri utamanya tidak
berkembang secara dinamis, bersifat subsistence, tidak efisien, dengan teknologi sederha-na.
Modereniasasi yang pada hakikatnya ialah suatu proses perubahan kepada keadaan baru sesuali
dengan tuntutan masa Kini atau kekinian. Upaya modernisasi perikanan dan kajian kelautan
yang mendasarinya tidak menunjukkan adanya menyintuh keberlanjutan perikanan tradisional
itu. Kecuali pemakaian benang batan (nylon, dll) yang berkembang pada tahun 1960-an,
sedangkan motorisasi, penggunaan alat tangkap aktif seperti trawl dan pukat cerut dalam
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penangkapan ikan, atau perkembangan budidaya laut (tambak dan keramba ikan laut) pada
tahun 1990-an, serta pengolahan ikan secara moderen; tidak ber-kembang setara dengan
kemajuan teknologi pada sektor ekonomi lainnya. Bahkan tekno-logi baru di kalangan nelayan
dan petani ikan tradisional hampir boleh dikatakan tidak berkembang (stagnant). Kenapa
modernisasi tidak segera terwujud di kalangan masyara-kat perikanan tradisional? Pembaruan
dan penemuan baru tempatan maupun penerapan ilmu dan teknologi yang sudah lazim dipakai
dalam perikanan dan ilmu kelautan di nega-ra maju, hampir belum menyintuh nelayan
tradisional. Mengapa nelayan tradisional yang merupakan bagian terbesar masyarakat pesisir
kesejahteraannya pada kenyataannya ma-kin terpuruk? Pada hal baik biaya pengembangan
teknologi maupun pembangunan peri-kanan selama 60 tahun sudah dilakukan. Sistem
agribisnis dan kelembagaannya tidak ber kembang secara mantap, struktur subsistemnya tidak
berkembang secara seimbang, dan pertumbuhan ekonomi perikanan tetap seperti yang dipatok
pada sekitar 5% sejak tahun 1970-an.

Masalah pengurusan dan kelembagaan tidak berkembang bagi menjamin terjadi-nya
pengembangan perikanan yang berkelanjutan. Dibandingkan dengan pertanian dalam arti
sempit, kajian tentang kelembagaan dan kepengurusannya pun hampir tidak ada dalam
perikanan maupun tentang masyarakat pesisir.

I11. KELEMBAGAAN DI KAWASAN PESISIR

Segala sesuatu hal dalam masyarakat yang mempengaruhi prilaku masyarakat adalah
kelembagaan baik resmi maupun tak resmi. Mubyarto (1995) merumuskan kelembagaan
(institution) sebagai organisasi atau kaidah, baik formal maupun informal, yang mengatur dan
mempengaruhi prilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu dalam kegiatan rutin sehari-
hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Kelembagaan dalam masyarakat
desa ada yang bersifat asli berasal dari adat kebiasaan yang turun temurun tetapi ada pula yang
baru diciptakan baik dari dalam maupun dari luar masyarakat desa. Lembaga adat yang penting
dalam pertanian misalnya pemilikan tanah, jual-beli dan sewa menyewa tanah, kapal, dan alat
tangkap; bagi hasil panen atau tangakpan, gotong royong, koperasi, arisan dan lain-lain.

Lembaga seperti itu mempunyai peranan tertentu dan penting dalam masyarakat,
terutama di kawasan pedesaan; karena diikuti dengan tertib oleh anggota masyarakat desa;
setiap penyimpangan akan disoroti dengan tajam oleh masyarakat. Oleh sebab itu dalam
membangun lembaga perlu diawali dengan kegiatan analisis: aspek sosiologi, politik,
antropologi, dan psikologi; Peranan pemerintah adalah berkaitan dengan tujuan mengatur
penyelesaian konflik, menciptakan suasana atau iklim, dan meningkatkan efisiensi sektor
publik. Manusia menciptakan dan menggunakan lembaga pada awalnya untuk menyelesaikan
dan mencegah konflik ekonomi.

Jadi untuk secara sederhana kelembagaan dapat dibagi dua, resmi ditetapkan oleh
pemerintah dan tidak resmi berkembang secara alamiah di dalam masyarakat. Bila dirin-ci
lebih lanjut maka sekurang-kurangnya harus ada 24 kelembagaan resmi dan tak resmi, namun
pada kenyataannya tidak semuanya ada pada satu desa, tetapi ada pada seluruh wilayah pesisir.
Demikian pula secara umum, kelembagaan resmi yang dikelola badan pemerintah kurang
efektif dalam mempengaruhi tingkah laku masyarakat dibandingkan kelembagaan tidak resmi,
yang dikelola kebanyakan secara individu/pribadi, seperti pada Tabel 1.

Kelembagaan resmi yang ada di kawasan pesisir misalnya terdiri dari: 1) pemerintah
desa, 2) badan perwakilan desa, 3) kelembagaan ekonomi dan 4) kelemba-gaan sosial. Kepala
Desa sebagai pucuk pimpinan pemerintah di tingkat desa dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya, mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkannya kepada rakyat
melalui Badan Perwakilan Desa.



Tabel 1. Kelembagaan di kawasan pesisir dan kemangkusan fungsionalnya.

iX

No Kelembagaan Badan Pengelola | Ada/Tidak | Keterangan
Resmi
1 Administrasi desa Mendagri Ada Tak efektif
2 Kepala pemerintahan Mendagri Ada Tak efektif
3 Undang-undang/Peraturan Men terkait Ada Tak efektif
4 Kooperasi Menkop-UKM ? Tak efektif
5 TPI MPK ? Tak efektif
6 Karang Teruna MenPO ? Tak jelas
7 HNSI ? ? Tak jelas
8 Penyuluhan ? Ada Tak efektif
9 Sekolah Mendikbud Ada Efektif
10 Puskesmas Menkes Ada Tak Efektif
Tak resmi
11 Lembaga adat Masyarakat ? Tak jelas
12 Toke/Tengkulak Individu Ada Efektif
13 Usahawan Individu Ada Tak jelas
14 Tangkahan Individu Ada Efektif
15 Pawang Individu ? Tak jelas
16 Sistem Aquabisnis/agribisnis ? Tidak ada Tak efektif
17 Aquaindustri/agroindustri Individu ? Tak jelas
18 Bagi hasil tangkapan Individu Ada Efektif
19 Sewa-menyewa alat Individu Ada Efektif
20 LSM Individu ? Tak jelas
21 Budaya Masyarakat Ada Efektif
22 Dukun Individu Ada Efektif
23 Tokoh masyarakat Individu Ada Efektif
24 Partai/Ormas Masyarakat Ada Tak efektif

Sedangkan Badan Perwakilan Desa mempunyai tugas untuk menetapkan Kepala Desa
dari hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa. Hubungan antara Badan
Perwakilan Desa dan Kepala Desa adalah berkaitan dengan penetapan peraturan desa dimana
peraturan desa hanya sah secara hukum jika peraturan desa tersebut telah ditetapkan oleh Badan
Perwakilan Desa. Jika satu di antara Badan Perwakilan Desa atau Kepala Desa tidak terlibat
dalam penetapan peraturan desa maka peraturan tersebut tidak sah secara hukum. Badan
perwakilan Desa dan kepala Desa seyogyanya dapat membuat peraturan desa diupayakan
terhadap penggalian nilai-nilai tradisional untuk dijadikan bahan pengembangan nilai-nilai yang
berlaku dalam masyarakat menjadi norma-norma yang dapat dioperasionalkan menjadi
landasan dan rambu-rambu pengamanan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut.
Pengembangan nilai-nilai dan norma-norma kearifan lingkungan masyarakat akan mendorong
penggunaan aturan-aturan atau cara-cara mereka sendiri dalam mengelola sumberdaya alam
berdasarkan pada nilai-nilai yang mereka yakini.

Kelembagaan ekonomi terdiri dari kelompok masyarakat yang berorientasi profit
(keuntungan) dan dibentuk di desa berbasiskan pada pengelolaan sektor produksi dan distribusi.
Contoh dari kelembagaan ekonomi adalah koperasi, kelompok tani, dan kelompok pengrajin
yang ada di desa. Kelembagaan ekonomi diharapkan dapat mendorong terjadinya diversifikasi
lapangan kerja dan sumber penghasilan penduduk setempat sehingga mampu mengurangi
kecenderungan usaha yang bertumpu pada pengelolaan sumber-daya alam yang tidak efisien.

Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan wilayah dan sumber daya
alam, diperlukan kelembagaan sosial, guna untuk melindungi wilayahnya dari kerusakan yang
dapat mengancam perekonomian. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan lembaga



sosial diharapkan untuk memperkuat posisi masyarakat dalam menjalankan fungsi manajemen
wilayah pesisir dan laut. Selain itu, pengembangan kelembagaan sosial diharapkan dapat
mendorong tumbuhnya kegiatan masyarakat untuk selanjutnya akan berdampak pada jalannya
kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kelembagaan sosial meliputi pengelompokan sosial yang dibentuk oleh warga dan
bersifat sukarela. Contohnya karang taruna, arisan, lembaga swadaya masyarakat, forum
RT/RW, organisasi masyarakat. Selain itu peran kelembagaan sosial adalah memberi peluang
kepada masyarakat untuk dapat mengartikulasikan kepentingannya melalui kelompok atau
lembaga sosial dalam pengambilan kebijakan, terutama dalam proses perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan guna meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dan kemampuan berinisiatif.

Sebenarnya telah ada dan bahkan sudah banyak undang-undang dan peraturan yang
berkaitan dengan kawasan pesisir diantaranya, UU No.5 tahun 1983 tentang zona ekonomi
eklusif Indonesia, UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan, UU no. 17 tentang konvensi hukum
laut (UNCLOS), UU No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya hayati dan ekosistemnya,
UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan lain-lain.
Semua ini memiliki turunan yang ditetapkan oleh PP, Kepmen dan SK menteri, bahkan sampai
pada perda. Namun semua perundangan dan peraturan ini belum banyak diketahui oleh
masyarakat pesisir, karena kurangnya sosialisasi.

Pada kenyataannya kelembagaan yang ada umumnya belum berfungsi secara optimal.
Ini terbukti belum adanya peraturan desa terhadap pengelolaan sumberdaya alam, maupun yang
berkenaan dengan aspek ekonomi dan sosial budaya yang merupakan aspek pembangunan
berkelanjutan. Oleh sebab itu, dalam rangka mengantisipasi penyelenggaraan otonomi daerah
yang mandiri dan bertanggung jawab, maka diperlukan kebijakan yang ditetapkan desa dalam
mendayagunakan sumberdaya desa, agar efektif pemanfaatan kekayaan alam bagi kemakmuran
rakyat; dengan ancangan rakyat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek pembangunan.

Agar perundangan dan peraturan yang ada dapat dilaksanakan oleh masyarakat yang
ada di kawasan pesisir perlu dilakukan sosialisasi, agar tidak dijadikan alat dan bahan pemicu
konfik atau untuk menekan masyarakat yang tidak mengerti terhadap peraturan tersebut.

Budaya masyarakat pesisir selalu mencari kemudahan untuk memperolah berbagai
aktivitas seharian. Kemudahan tersebut dapat dilihat dari kebiasaan mereka mendirikan rumah
di pinggir pantai, tujuannya adalah untuk memudahkan aksesibilitas mereka dari dan kesumber
mata pencaharian lebih terjamin, sebab sebahagian besar masyarakat pesisir menggantungkan
hidupnya pada pemanfaatan potensi perikanan di laut yang ada disekitarnya, seperti
penangkapan dan budidaya ikan. Selain itu tujuan mendirikan rumah di pinggir pantai adalah
memberi kemudahan bagi mereka untuk mandi, cuci, kakus (MCK), dimana mereka dapat
dengan serta merta menceburkan dirinya untuk membersihkan tubuh, mencuci segenap
peralatan dan perlengkapan rumah tangga, bahkan mereka lebih mudah membuang air besar
maupun kecil di dalam rumahnya langsung kelaut, selain itu mereka dengan muda membuang
limbah domestiknya langsung ke pantai.

Kawasasan pesisir kabupaten Batubara misalnya, dahulunya mempunyai aturan untuk
menjaga sumberdaya lingkungannya, namun saat ini tidak dapat dipertahankan. Aturan adat
yang dibuat dahulunya seperti: Pengaturan turun melaut. Hari-hari pantang melaut adalah;
setiap malam Jumat dan hari Jumat atau terbenamnya matahari hari Kamis sampai terbenamnya
matahari pada hari Jumat, hari Raya ldulfitri, hari Raya Idul Adha, saat jamu laut, tanggal 17
Agustus setiap tahun (hari proklamasi kemerdekaan RI).

Aturan tentang menjaga lingkungan yang ada dahulunya di kawasan pesisir kabupaten
Batubara adalah: pelarangan penangkapan ikan dengan mengunakan bom, racun, abat bius,
aliran listrik dan pukat harimau; pelarangan penebangan atau merusak pohon kayu dipesisir
pantai seperti bakau, nipa, cemara, ketapang dan lain-lain yang hidup dipantai, walaupun
dilahan milik sendiri; Bila nelayan melihat ada pelanggaran tersebut di atas harus melarang
maupun menegurnya.

Tujuan dari aturan yang dibuat tersebut di atas berhubungan dengan pengelolaan
sumberdaya perikanan guna menjaga kelestarian sumberdaya lingkungan, serta adanya rasa
kepedulian sesama nelayan, peraturan tersebut merupakan kebiasan yang dibuat dan
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dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat dan aturan tersebut tidak tertulis.
Walaupun tidak tertulis akan tetapi peraturan tersebut sangat dihargai dan dilaksanakan pada
dahulunya. Akan tetapi untuk saat ini aturan tersebut tidak dindahkan bahkan sudah hilang dan
banyak diantara nelayan yang tidak mengetahuinya.

Khusus untuk jamu laut, kebiasaan ini memang masih dilaksanakan, namun sistem cara
pelaksanannya tidak seperti hadulu yang danggap sacral. Biasanya untuk me- nentukan waktu
dan tempat jamu laut saja para tokoh masyarakat berdasarkan astrologi yang di anut nelayan,
berbeda dengan yang diadakan saat ini lebih sebagai sermonial dan hiburan, bukan bertujuan
menjaga kelangsungan hidup sumberdaya perikanan.

Berbeda dengan di daerah Aceh yang memiliki hukum adat laut yang berlaku sejak
pemerintahan Iskandar Muda 1607 sampai sekarang. Hukum adat laut Aceh dikenal dengan
Panglima Laut yang dipimpin oleh seorang panglima laut yang bertugas antara lain: mengatur
tempat penangkapan dan penyelesaian sengketa penangkapan ikan, serta diberi tanggung jawab
untuk mempertahankan hukum adat laut agar tetap dilksanakan sebagai pranata sosial dalam
masyarakat nelayan. Hukum adat tersebut memuat antara lain menentukan tata cara
penangapan ikan, persidangan terhadap pelanggaran hukum adat laut, dan penetapan sanksi
hukum yang dikenakan pada pelanggar hukum adat laut tersebut.

Selain tidak berjalannya aturan adat tersebut di atas kawasan pesisir kabupaten
Batubara juga tidak merasa memiliki hak ulayat laut, sebenarnya zona nelayan tradisinal
merupakan hak dari masyarakat dalam menentukan aturan dalam menjaga kelangsungan
sumberdaya perairan dan kelangsungan sumber mata pencahariannya. Aturan yang dapat
dibuat adalah peraturan desa dengan tujuan melindungi tardisi dalam menjaga lingkungan dan
meningkatkan pendapatan masyarakat. Norma yang dapat diterapkan pada peraturan tersebut
adalah pelarangan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap aktif dan tidak ramah
lingkungan, membuat zonasi larangan. Pada hal struktur organisasinya boleh diatur secara
tertulus dengan peraturan desa, dilaksanakan oleh pemerintah desa dan diawasi oleh seluruh
masyarakat pesisir. Hal ini sejalan dengan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah.

Tentang kebiasaan social yang mempengaruhi prilaku masyarakat antara lain; ketika
menghadapi masalah di laut, mereka biasanya memberi tanda; seperti suara, lambaian tangan
maupun bendera yang dikibarkan. Apabila nelayan yang melihat tanda-tanda tersebut mereka
segera memberi bantuan. Jika ada perahu nelayan atau kapal karam di laut maka seluruh
nelayan wajib untuk mencari nelayan yang tengelam tersebut, dan jika didapatkan atau
menjumpai mayat di tengah laut harus di bawa kedarat untuk diserahkan ke keluarga, dan
apabila mayat tersebut adalah orang asing bukan masyarakat setempat atau tidak diketahui
keluarganya maka nelayan harus melaksanakan fardhu kifayahnya. Sungguhpun demikian
kelembagaan tak resmi di masyarakat walaupun masih efektif namun cenderung semakin
longgar atau tidak.

IV. KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi dan sosial yang berpan-
dukan kepada sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang memenuhi kebutuhan gene-rasi
kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhan me-reka
sendiri. Hasil pembangunan perikanan selama ini ternyata menyebabkan terjadinya lebih
tangkap (over-fishing), berkelanjutannya nelayan tradisional dan kemiskinannya, dan generasi
muda sudah tidak tertarik lagi bekerja dalam bidang perikanan, teetapi ti-dak juga terbuka
kesempatan kerja pada sektor lain. Sedangkan keadaan yang diharapkan sebagai pembangunan
perikanan yang berkelanjutan adalah keadaan pembangunan ekonomi dan sosial yang dipandu
oleh lingkungan hidup, seperti pada Rajah 1 berikut:
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Rajah 1. Process and state of fishery sustainable development.

Kelembagaan ekonomi di kawasan pesisir adalah organisasi, aturan, usaha ekono-mi,
yang dibangun oleh masyarakat berorientasi profit (keuntungan) dibentuk di desa pe-sisir
dengan kegiatan utama berkait-kelindan dalam pengelolaan produksi dan distribusi. Di kawasan
pesisir kelembagaan ekonomi itu ada yang berbentuk koperasi, kelompok ta-ni, kelompok
pengrajin, TPI/PPI dll.; ada pula yang dikelola secara mandiri secara priba- di seperti
toke/tengkulak peminjam uang (rentenir), tangkahan, sistem bagi hasil tangkap-an ikan, sewa-
menyewa alat tangkap dan atau kapal perikanan dan sebagainya yang berkaitan dengan
ekonomi.

Kelembagaan ekonomi diharapkan dapat mendorong terjadinya diversifikasi usa-ha,
membuka lapangan kerja dan sumber memajukan teknologi, di samping meningkat- kan
penghasilan penduduk setempat, sehingga memainkan peranan dalam mengembang kan
ekonomi wilayah pesisir. Juga idealnya berperan dalam merubah susunan ekonomi dengan
megembangkan sistem ekonomi yang berimbang. Sehingga kecenderungan usaha yang
bertumpu pada pengelolaan sumberdaya alam, yang tidak efisien dan mobilitas te-naga kerja
dari sektor produksi ke sektor industri dan jasa dapat terjadi.

Hal yang ideal itu akan terjadi bila suatu kelembagaan ekonomi, dalam jangka panjang
dapat menjaminnya terjadinya keberlanjutan; dalam arti kegiatan ekonomi itu menguntungkan,
masyarakat mendapat manfaat dari berkurangnya pengangguran, serta lingkungan dan
sumbernya dapat berlanjut sampai ke generasi yang akan datang. Sedangkan dalam jangka
menengah dan pendek terejadi diversifikasi usaha dan lapangan kerja, menumbuhkan ekonomi
wilayah, serta meningkatkan daya beli masyarakat dari penghasilan atau pendaptan penduduk
setempat. Sehingga pada gilirannya mampu mengurangi kecenderungan pembangunan yang
tak berimbang, bahkan ketrgantungan kepada usaha yang hanya bertumpu pada penggarapan
sumber-daya alam dan lingkungan yang ada. Untuk menciptakan hal itu, maka secara makro
perlu dibina sistem aquabisnis dan dibangun kelembagaan sistem niaga yang berbasiskan
sumber perairan (aquabisnis) itu.

Kelembagaan sistem aquabinis di kawasan pesisir umumnya dan di sekitar nelayan
tradisional khusunya masih sangat lemah. Bahkan pada kenyataannya belum menampakkan
sosoknya secara menyeluruh sebagai sistem aquabisnis yang terpadu. Rancangan sistem
aquabisnis yang terpadu amat mungkin kalau ancangan yang dibuat berdasarkan komoditi yang
komersial (ekspor) dan dikelola secara semi pemerintah, jika tidak mungkin pemerintah
melepaskan kepada swasta sepenuhnya. Sistem aquabisnis yang terpadu dengan kelembagaan
yang mantap dapat menjamin keberlanjutan dan pertumbuhan yang dinamis, seperti
pengalaman Thailand dalam pengmbangan karet (Ahmad 2010) maupun udang. Suatu sistem
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aquabisnis fungsional yang mempertimbangkan lingkungan keberlanjutan dapat dikembangkan
seperti pada

Rajah 2 di bawah ini (Ahmad 2010a). Yaitu di samping adanya subsistem inti dan
penunjang dilengkapi dengan subsistem niaga hijau (green business) yang mengkomersil-kan
limbah dan buangan dari setiap subsistem, yang produknya untuk didayagunakan pada
subsistem lainnya, khususnya sebagai saprodi yang menunjang subsistem produksi atau usaha
budidaya dan perikanan tangkap.
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Rajah 2. Sustainable Aquabusiness System.

Sasaran membangun kelembagaan dan membina sistem aquabisnis ialah agar dapat
menjamin pertumbuhan yang seimbang, khususnya di antara subsistem intinya demikian
penggunaan limbah dan buangan yang menunjukkan keperdulian kepada lingkungan dan
sumberdayanya jelas. Oleh sebab itulah hal ini merupakan keniscayaan bagi menentukan
keberlanjutan aqubisnis.

Pada saat ini sistem aquabisinis dan kelembagaannya di kawasan pesisir masih
terabaikan, walaupun gagasan dan kebijakan tentang hal itu telah dikemukakan sejak akhir
tahun 1990-an dan ditimbulkan kembali ketika pembentukan kementerian perikanan dan
kelautan pada awal reformasi. Namun tindakan nyata dan hasil dari kebijakan pembangunan
sistem aquabisnis itu tidak nampak. Karena kebijakan itu belum pernah dinilai-ulang maupun
tidak pula dihidupkan dengan taat azas, sehingga berfungsi memperkuat pembangunan
perikanan. Kedangkalan pemahaman tentang sistem agribinis dan kejelasan mengenai
bagaimana membangun kelembagaan juga da-pat dijadikan kambing hitam kenyataan di atas.

Masyarakat pesisir mempunyai beberapa sifat yang dipengaruhi oleh factor lingkungan,
musim, dan pasar yang akan menentukan social budayanya. Jadi pada dasarnya mereka
memiliki pengalaman dan mudah mendapatkan pemahaman mengenai pembangunan
berkelanjutan. Karena keberhasilan usaha perikanan sangat bergantung pada keadaan
lingkungan dan sumberdayanya. Keadaan lingkungan dan sumbernya itu juga membentuk
hubungan patron klien yang kuat antara nelayan dengan toke/tegkulak mksalnya. Sebab
keadaan ekonomi yang buruk, tidak musim ikan, atau musim angin laut, memaksa masyarakat
pesisir untuk meminjam uang dan membuat hutang kepada juragan atau toke yang dibayar dari
hasil usahanya, demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akibatnya, para peminjam tersebut
terikat dengan juragan, keterikatan tersebut antara lain berupa keharusan menjual produknya
kepada juragan tersebut. Hubungan ini merupakan faktor penentu dalam merubah keadaan
kronis: di musim ikan hasil tinggi harga murah; sedangkan di musim paceklik hasil rendah
harga tinggi. Sistem aquabisnis yang seimbang dan kelembagaan yang mantap merupakan jalan
agar terjadinya harga yagn stabil dan mengatasi masalah kronis itu.
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V. MEMBANGUN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGANNYA

Membangun kelembagaan adalah menciptakan lembaga, khususnya untuk membina
kemampuan pengurusan menggerakkan sautu organisasi, yang pada hakikatnya adalah
membangun organisasi dan aturan dan pengurusannya (governance). Sedangkan pengembangan
kelembagaan adalah membina keterpaduan sistem dan membangun kapasitasnya secara terus
menerus.

Kelembagaan yang mempunyai peranan sangat penting dalam pedesaan pesisir baik
dalam mengurus usaha perikanan masyarakat maupun pembangunan pertanian menurut
Mubyarto (1994) ialah administasi pemerintahan, pendidikan dan penyuluhan, kegiatan gotong-
royong, dan lain-lain anasir sosial budaya yang mempunyai pengaruh dalam pembangunan
pertanian. Administrasi pemerintahan dalam kajian ini berkenaan dengan administrasi
pembangunan, yang menurut Hunter (1970) persoalan pokoknya menyangkut empat hal, yakni:
koordinasi, pola hubungan pemerintah dengan pengusaha, partisipasi petani dan penduduk desa,
dan masalah kelembagaan. Masalah kelembagaan dalam pembangunan dan pengembangan
perikanan yang berkelanjutan adalah keperluan lembaga dan organisasi tertentu pada
pembangunan berkelanjutan yang merupakan suatu tahapan yang harus berubah dari
sebelumnya. Pembangunan kelembagaan suatu kawasan adalah masalah makroekonomi yang
perlu dirujuk dari teori neoklasik.

Dalam tulisan Rusastra et al. (1990) maupun Agustus dan Jakoni (2010) yang
disinggung pada pendahuluan makalah ini, walaupun judulnya dituliskan berkaitan dengan
analisis kelembagaan namun yang dibahas kalaupun ada ialah hal yang berkaitan dengan
jaringan pemasaran, sedangkan titik simpulnya dianggap sebagai kelembagaan. Sedangkan
Sipahutar et al. (2010) menulis tentang kelembagaan pada suatu kawasan namun aspek dan
faktor kelembagaan yang dikemukakannya berkaitan dengan legalitas pemilikan lahan, sistem
poduksi berkenaan ketrampilan teknologi, pasar sarana produksi dan permodalan; sedangkan
faktor kelembagaan utama seperti yang dikemuakan Mubyarto di atas hampir tidak disinggung
sama sekali. Terlebih-lebih lagi sasaran akhir yang hendak dicapai dari kajian atau tulisan itu
amat kabur, karena lebih berbentuk potret keadaan yang tidak diikuti dengan analisis arah yang
akan diwujudkan di masa depan. Perspektif dan saran atau perbaikan kelembagaan untuk masa
depan tidak muncul. Ini suatu cerminan pemahaman dan pengetahuan penulisnya tentang
kelembagaan yang amat terbatas atau suatu kecuaian yang disengaja.

Pada hal Westerly and Levine (2002) yang menyatakan bahwa peran kelembaga-an
lebih besar daripada kedudukan geografis (termasuk sumberdaya) suatu kawasan dan kebijakan
pemerintah dalam pembangunan. Kelembagaan yang baik cenderung mengha- silkan kegiatan
atau usaha yang baik apapun juga yang berkaitan dengannya. Bahkan ke-bijakan yang buruk
akan menghasilkan hal yang baik bilamana kelembagaannya terjaga baik. Juga Rodrik et al.
(2003) telah menguji kemampuan menentukan antara kelemba-gaan, geografis dan keterbukaan.
Hasilnya menegaskan bahwa peran kelembagaanlah yang lebih besar dalam pembangunan,
dibandingkan dengan kedudukan geografis kawas-an maupun perdagangan bebas antar
kawasan, khususnya untuk meningkatkan kesejahte-raan penduduk. Bahkan Gunnar Myrdal
(1971) melaporkan bahwa struktur kelembagaan dapat menjadi rintangan terhadap pembaruan
(innovation) pertanian, termasuk perikanan, dan pembangunan pedesaan. Padahal susunan
merupakan suatu ancangan pendekatan dalam pembangunan dan perubahan yang merupakan
keniscayaan di suatu masyarakat tradisional. Sedangkan inovasi sendiri sebagai suatu bentuk
baru dalam kegiatan dan usaha perikanan juga jalan bagi menjamin terjadinya pertumbuhan
produksi dan ekonomi kawasan yang berkelanjutan.

Boeke (1953) telah menyelidiki ekonomi pedesaan di daerah tropis mulai tahun 1910 —
khususnya di Jawa ditinjau dari aspek sosial-ekonomi. Dia mengemukakan teori ’ekonomi
ganda’ yang terkenal sekaligus kontroversial itu. Bahwa menurutnya mentalitas ekonomi
masyarakat Indonesia secara mendasar adalah statis dan karena itu menyebabkan stagnasi dan
timbulnya kemiskinan. Mentalitas itu jelas berkaitan dengan kelembagaan, yang menurutnya
tidaklah berasal atau sudah ada sejak semula jadi (innate) dalam masyarakat itu. Akan tetapi
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merupakan hasil dari ditanamkannya sistem ekonomi penjajahan ke dalam masyarakat petani
yang pada waktu itu berada pada keseimbangan sosial. Untuk keluar dari keadaan itu, haruslah
didayagunakan kapasitas evolusi dengan cara adanya suatu ekbijakan yang sengaja dijalankan
demi teradinya perubahan mutu kehidupan masyarakat desa tersebut. Setelah lebih 60 tahun
Indonesia merdeka nampaknya teori itu juga berlaku. Bahwa kelembagaan resmi pemerintahlah
yang telah menjadikan keadaan masyarakat perikanan di Indonesia menjadi seperti sekarang
melalui tangan-tangan kotor birokrat yang tidak tahu apa maunya dan pendidikannya yang tak
menghasilkan kompetensi. Oleh karena itu Higgins (1968) berpendapat bahwa semua anasir dan
kelembagaan yang telah menjadikan ekonomi masyarakat stagnasi patut ditemukan dan
difahami dengan seksama, sehingga dapat dirubah secara sistemik. Pendapat ini memberi tanda
perlunya kajian tentang anasir tidak berubahnya situasi ekonomi di kawasan pesisir dan
kelembagaannya sebagai dasar bagi melakukan perubahan atau mendinamisir perekonomian di
kawasan pesisir itu.

Sinaga (1981) berpendapat bahwa sudah waktunya menghidupkan lembaga
pengamanan pangan untuk petani gurem dan buruh tani di pedesaan, dengan alasan
pertimbangan elastisitas permintaan pangan, perkembangan harga dan fluktuasi harga musiman,
penyimpanan antar musim, lembaga yang berfungsi menyediakan pangan di pedesaan, warga
desa yang berpendapatan rendah, dan lembaga yang menanggulangi masalah petani miskin dan
buruh tani di pedesaan. Sejajar dengan gagasan tersebut hal yang sama juga amat perlu di
pesisir, khususnya lembaga yang berfungsi mewujudkan pembangunan perikanan yang
berkelanjutan dan menanggulangi kemiskinan nelayan miskin dan nelyan buruh di kawasan
tersebut.

Hal ini mendesak karena hampir tidak ada lembaga yang menangani kedua hal tersebut,
tidak juga berfungsi lembaga ekonomi seperti koperasi dan Tempat Pendaratan Ikan(TPI)
misalnya. Mubyarto (1996) mengemukakan gagasan bahwa model pengemba-ngan ekonomi
rakyat dalam rangka peningkatan pemerataan dan penanggulangan kemis-kinan haruslah
dibangun berdasarkan kondisi social-ekonomi dan social budaya setem- pat. Sedangkan untuk
menetapkan kebijakan yang diambil bagi mengurangi kemiskinan haruslah berdasarkan
diagnosis analisis sebab-akibat kemiskinan dan analisis kebijakan (Galbraith 1974, Rodrik
2002).

V1. KUTUKAN SUMBER DAN ‘MORAL HAZARD’

Untuk membangun kelembagaan pembangunan perikanan berkelanjutan dua kendala
dan rintangan utama akan dihadapi. Pertama ‘resurce curse’ atau kutukan sumberdaya dan
kedua bencana moral atau ‘moral hazard’.

‘Moral hazard’ adalah suatu penyimpangan atau pelanggaran hukum, moral, etika yang
dilakukan dengan sengaja dan telah menyebabkan kegagalan kelembagaan maupun
pembangunan, terutama di Negara yang sedang berkembang. ‘Moral hazard’ itu dapat berasal
dari tekad dan niat awal berupa (nepotisme) bentuk perekayasaan prosedur dan proses seperti
kolusi, maupun melakukan penetapan harga yang tinggi (mark-up), suap, dan rasuah (korupso).
Moral hazard terjadi di kalangan birokrasi atau badan pemerintah dan sering dengan
bekerjasama di antara badan pemerintah maupun dengan kalangan swasta. Dalam bidang
perikanan umumnya kegagalan kelembagaan perikanan dan kelautan disebabkan moral yang
buruk birokrat bertemu dengan penjahat ekonomi swasta dan juga penjahat dari lembaga
pendidikan tinggi dan universitas. Jika dibandingkan dengan pembangunan dan penelitian
perikanan di negara tetangga yang realtif bersih dengan pembangunan dan penelitian perikanan
di Indonesia, tidak dapat dikatakan bahwa Indonesia jauh tertinggal, walaupun pendanaan yang
dikeluarkan pemerintah untuk itu tertinggal dibandingkan dengan Negara tetangga tersebut. Hal
itu dapat ditunjukkan dari dikausainya perairan dan sumber perikanan Indonesia oleh nelayan
atau pengusaha asing, gagalnya pembangunan perikanan yang diukur dari tidak berfungsinya
lembaga dan bangunan fisik dan tidak munculnya penelitian oleh peneliti tempatan pada
tingkatan internasional, tidak adanya inovation dan invention yang bermakna dari penelitian
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oleh lembaga pendidikan tinggi negeri maupun swasta, serta penelitian oleh badan penelitian
perikanan nasional maupun yang dikelola oleh dinas di bawahnya. Penyebab utamanya ialah
moral buruk birokrat dan peneliti, program yang tak jelas visi dan sasarannya, serta kompetensi
peneliti dan birokrat yang rendah, serta buruknya tata-urus penelitian dan pembangunan.

Dalam prakteknya ada yang didasarkan kolusi dan nepotisme antara peneliti dan
birokrat perikanan; ada yang berbentuk mafia penelitian perikanan, percaloan, penyuap-an, dan
korupsi melalui mark-up anggaran. Tidak jarang dalam terjadinya moral hazard itu terlibat
anggota DPR(D), eksekutif, orang-orang politik, oknum wartawan, dan LSM, atau tokoh yang
berpengaruh.

Secara ringkas bentuk moral hazard dan tata-urus yang ditemukan dalam suatu survei
perikanan kawasan pesisir adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jenisjenis projek umumnva, bentuk moral hazard dan tata-urus vang
dilakukan.

Projek Perikanan dan Kelautan Moral Hazard Tata-urus vang diterapkan
Pembangunan Pelabuhan/TPI *KEN *Mark-up biava'anggaran
Pengelolaan TPI/Pelabuhan *Jaringan "Mafia *Anggaran dibagi dengan
Pembangunan BBI perikanan dan perbandingan 1:4
(20%:80%)

Pengadaan keramba kelautan *Birokrat pelaksana pakai
Pengadaan kapal * Percaloan perusahaan/badan lain.
Pengadaan alat tangkap * Projek fiktif *Pelaksana buat banvak
perusa

Mitra Bahari * Penvelewengan haan (lelang semu).
Penelitian dan Pengembangan * Plagiat *Kerjasama kriminal
Bantuan Luar Negeri * Tak profesional  *Konsultan ahli

Pengelolaan Asset/infrastruktur * Melarikan diri *Laporan fiktif/bantal

Moral hazard itu merupakan bagian dari kutukan sumberdaya alam di suatu daerah atau
negeri yang melimpah kekayaan alamnya; tetapi pemimpin dan sarjananya tidak perduli dengan
keadaan kemiskinan, kesengseraan dan kebodohan rakyatnya. Pe-merintahnya korup, otoriter,
zalim, munafik dan menindas atau menghisap rakyatnya. Akibatnya keberhasilan
pembangunannya rendah, pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan, pengangguran merajalela,
keresahan sosial muncul di mana-mana, rasa aman dan tenterm sirna.

Jalan keluar dari keadaan itu ialah mendapatkan ’strong leadership’ (visionary,
discipline, consistent, dan commit), mengembangkan usahawan dan kelas menengah, modal
sosial, serta melakukan gerakan reformasi birokrasi, menindak tegas koruptor, serta
membangun sistem dan kelembagaan yang pengurusannya baik (good governance) dengan
praktek terbaik (best practice), dan personal yang bersih (clean personal).

VIl. KESIMPULAN

Hampir tidak ada perubahan yang mendasar wujud dalam pengelolaan dan pengu-
rusan perikanan dan masyarakat pesisir. Oleh karena itu kajian tentang kedua hal itu yang
diikuti dengan perubahannya serta diarahkan kepada terbentuk dan berfungsinya kelem-bagaan
bagi pengembangan perikanan berkelanjutan merupakan suatu keniscayaan.

Pembinaan sistem dan pembangunan kelembagaan sistem aquabisnis merupakan
langkah pasti yang terbukti dapat menjamin pembangunan perikanan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan dan dinamisasi kelembagaan tradisional yang fungsional menentukan
keberhasilan, bila didukung dengan mengentaskan ’bencana moral’ dan ku-tukan sumberdaya
melalui reformasi kelembagaan resmi, birokrasi dan personalia perikanan dan kelautan.
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